
 

 

BAB II  

GAMBARAN UMUM  

2.1 Gambaran Pemerintahan 

Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah yang berada dibawah 

wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota Kabupaten Lombok 

Barat bertempat di Kecamatan Gerung. Kabupaten Lombok Barat memiliki visi 

pembangunan untuk ㅤtahun ㅤ2019-2024 yaitu ㅤ“Terwujudnya ㅤMasyarakat ㅤLombokㅤ 

Barat ㅤyang ㅤAmanah, ㅤSejahtera, ㅤdan ㅤBerprestasi ㅤdengan ㅤdilandasi ㅤnilai ㅤPatutㅤ 

Patuh ㅤPatju”. Pelaksanaan ㅤdari ㅤvisi tersebut diturunkan melalui lima misi sebagai 

berikut : 

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta 

berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas. 

2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan 

layanan dasar secara berkeadilan.  

3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada 

masyarakat  

4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, 

cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.  

5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah 

untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.  

 

 



 

 
 

 

2.2 Kondisi Geografis  

Kondisi geografis dari Kabupaten Lombok Barat penting untuk diketahui 

karena secara langsung maupun tidak langsung kondisi geografis memiliki 

pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan. Kabupaten Lombok Barat memiliki 

kondisi geografis wilayah yang terdiri atas daerah gugusan pegunungan, daerah 

berbukit-bukit dibagian selatan, dan daerah dataran rendah dibagian ㅤtengah ㅤyangㅤ 

membentang ㅤdari ㅤujung ㅤtimur ke ㅤujung ㅤbarat. Selain itu wilayah kabupaten yang 

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia juga menyebabkan daerah ini 

terdiri dari gugusan-gugasan pulau kecil yang disebut gili. ㅤPulau-pulau itu ㅤadaㅤ 

yang sudah ㅤberpenghuni ㅤdan masih ada yang ㅤtidak ㅤberpenghuni, bahkan banyak 

pulau yang belum memiliki nama (RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat 

ㅤSumber : RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019 



 

 
 

 

Kabupaten Lombok Barat secara administratif memiliki luas wilayah 

1053,92 km2  yang terbagi kedalam sepuluh wilayah kecamatan yang mana 

Kecamatan Sekotong merupakan wilayah terluas, sementara  Kecamatan Kuripanㅤ 

dan ㅤKecamatan ㅤKediri ㅤmerupakan wilayah ㅤkecamatan ㅤdengan ㅤluas ㅤwilayahㅤ 

terkecil. ㅤKabupaten ㅤLombok ㅤBarat secara administrasi berbatasan langsung 

dengan Samudera Hindia disebelah selatan, Kabupaten Lombok Utara disebelah 

utara, Selat Lombok dan Kota Mataram di disebelah barat, dan Kabupaten 

Lombok Tengah disebelah timur (RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019).  

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat 

Nomor ㅤKecamatan ㅤLuas 

1 Sekotongㅤ 529,38 km2 

2 Lembar 62,66 km2 

3 Gerung 62,3 km2 

4 Labuapi 28,33 km2 

5 Kediri 21,64 km2 

6 Kuripan 21,56 km2 

7 Narmada 107,62 km2 

8 Lingsar 96,58 km2 

9 Gunungsari 89,72 km2 

10 Batulayar 34,11 km2 

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023 

 

 



 

 
 

 

2.3 Kondisi Sosial Masyarakat  

2.3.1 Jumlah ㅤPenduduk 

Berdasarkan hasil proyeksi ㅤpenduduk, Kabupaten Lombok Barat ㅤpadaㅤ 

tahun 2023 mencatat jumlah penduduk sebesar 756.716 ㅤjiwa ㅤdengan 

perbandingan ㅤlaki-laki sebesar 381.124 ㅤjiwa, sementara ㅤpendudukㅤ perempuan 

ㅤsebesar 375.592 ㅤjiwa. Persebaran ㅤpenduduk terbesar berada ㅤdi Kecamatan 

Narmada dengan 14,22% dan persebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan 

Kuripan dengan 5,79% (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023) 

2.3.2 Angka Perkawinan Penduduk 

 Persentase perkawinan berdasarkan usia perkawinan pertama penduduk 

perempuanㅤ ㅤdi Kabupaten ㅤLombok ㅤBarat ㅤpada ㅤkelompok ㅤumur ㅤ15-19 ㅤtahun 

tergolong cukup tinggi mencapai 50.20 persen.  

Tabel 2.2 Kelompok Usia Kawin Pertama di Kabupaten Lombok Barat 

 

Usia Kawin Pertama 

Daerah Tempat Tinggal 

Perkotaan Perdesaan Total 

<15 0.94% 5.97% 3.25% 

15-19 46.18% 54.93% 50.20% 

20-24 36.49% 32.22% 34.53% 

25-29 11.15% 5.00% 8.32% 

30-34 3.82% 1.62% 2.81% 

35+ 1.42% 0.27% 0.89% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Sumber : Susenas Maret 2022 dalam (BPS Lombok Barat, 2022) 



 

 
 

 

Tabel 2. 3 Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat 

Berdasarakan Kecamatan tahun 2019-2021 

 

Nomor 

 

Kecamatan 

Angka Pernikahan Dini  

Jumlah 
Suami Istri 

1 Sekotong 43 163 206 

2 Lembar 17 96 113 

3 Gerung 33 136 169 

4 Labuapi 26 121 147 

5 Kediri 40 126 166 

6 Kuripan 22 66 88 

7 Narmada 35 120 155 

8 Lingsar 37 159 196 

9 Gunungsari 18 107 125 

10 Batulayar 15 74 89 

Total 286 1.168 1.454 

Sumber : DP2KBP3A Lombok Barat, 2023 

2.3.3 Indikator ㅤPembangunan ㅤManusia 

Indeks Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ㅤmerupakan ㅤindikator yang 

ㅤdapat ㅤdigunakan ㅤdalam ㅤmenilai ㅤkualitas ㅤsumber ㅤdaya ㅤmanusia penduduk ㅤdi 

ㅤKabupaten ㅤLombok ㅤBarat. Nilai IPM Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 yaitu 

sebesar 69,41, ㅤAdapun ㅤkomponen ㅤpembentuk ㅤIPM mengalamiㅤ ㅤpeningkatan ㅤdi 

ㅤLombok ㅤBarat, ㅤsebagai ㅤberikut :  

a. ㅤAngka ㅤharapan ㅤhidup (AHH) masyarakat Kabupaten Lombok Barat pada 

tahun 2022 sebesar 67,63 artinya setiap anak yang baru lahir memiliki harapan 

hidup sekitar 67 hingga 68 tahun.  



 

 
 

 

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Lombok Barat tahun 2022 sebesar 

13,96 tahun. Ini menunjukan adanya peluang yang dimiliki ㅤanak ㅤusia 7ㅤ ㅤtahun 

ㅤuntuk  ㅤmenamatkan ㅤpendidikan ㅤhingga ㅤㅤlulus diploma I. 

c. ㅤRata-rata ㅤLama ㅤSekolah (RLS) ㅤdi ㅤKabupaten Lombok ㅤBarat ㅤtahun 2022 

mencapai ㅤangka 6,60 tahun. Ini menunjukan bahwa rata-rata penduduk yang 

berusia 25 tahun keatas ㅤhanya ㅤmenempuh ㅤpendidikan ㅤselama ㅤ6 ㅤtahun atau 

hingga SD ㅤkelas VI. RLS mencerminkan kondisi pendidikan beberapa tahun lalu 

dari gambaran pendidikan penduduk usia 25 tahun keatas hari ini.  

d. Pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan telah mencapai 

Rp.11.367.000,- pada tahun 2018 

2.3.4 Aspek Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Persentase Kesehatan berdasarkan AKB/AKI/Stunting 

Sumber : Diolah berdasarkan data RPJMD Lombok Barat 2019-2024, 2019 
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Kesehatan menjadi faktor penting dalam pembangunan, penjagaan dan 

pemenuhan gizi dan kesehatan sejak ibu hamil merupakan upaya dasar yang dapat 

dilakukan untuk membangun generasi yang sehat. Adapun keterangan dari 

gambar diatas ㅤsebagai ㅤberikut : 

1. ㅤAngka ㅤKematian ㅤBayi (AKB) merupakan jumlah ㅤbayi yang meninggal saat  

berusia dibawah satu tahun untuk setiap seribu kelahiran hidup. Kabupaten 

Lombok Barat memiliki AKB yang trennya menurun secara fluktuatif, dari angka 

4,21% di tahun 2014 kini menjadi 1,74% ditahun 2018. 

2. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan gambaran jumlah ibu yang meninggal 

mulai ㅤdari ㅤproses ㅤkehamilan, saat ㅤpersalinan, hingga setelah persalinanㅤ ㅤper 

seratus ribu ㅤkelahiran ㅤhidup. AKI di Kabupaten Lombok Barat tergolong cukup 

tinggi walaupun trendnya menurun dari 49,13% ditahun 2014 menjadi 36,43% 

ditahun 2018. 

3. Kasus stunting dan balita kurang gizi merupakan masalah kesehatan yang harus 

ditangani karena berkaitan ㅤdengan ㅤkualitas ㅤsumber ㅤdaya ㅤmanusia ㅤyang akan 

tumbuh dimasa ㅤyang ㅤakan datang. Stunting adalah masalah kesehatan akibat 

kurangnya gizi kronis bagi bayi sejak didalam kandungan sampai masa awal anak 

lahir yang mulai nampak setelah anak berusia 2 tahun dan menyebabkan kondisi 

tinggi badannya lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Angka 

stunting di Kabupaten Lombok Barat masih dalam kategori yang tidak sedikit, 

tahun 2014 angka anak stunting mencapai 37,85% dan menurun hingga mencapai 

angka 28,96% ㅤpada ㅤtahun ㅤ2018. 

 



 

 
 

 

2.4 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) 
 

2.4.1 Kedudukan dan Fungsi 

Dinasㅤ ㅤPengendalian ㅤPenduduk, ㅤKeluarga ㅤBerencana, ㅤPemberdayaan 

Perempuanㅤ dan ㅤPerlindungan ㅤAnak (DP2KBP3A) diatur rincian ㅤtugas, ㅤ fungsi 

ㅤdan tata kerjannya ㅤberdasarkan ㅤPerbup ㅤLombok ㅤBarat ㅤNomor ㅤ70 tahunㅤ ㅤ2016. 

Pasal 2 ayat (1) Perbup ini mengatur mengenai kedudukan dinas ini, disebutkan 

dalam pasal tersebut bahwa ㅤDinas ㅤPengendalian ㅤPenduduk, Keluargaㅤ 

ㅤBerencana, ㅤPemberdayaan ㅤPerempuan ㅤdan ㅤPerlindungan ㅤAnak merupakanㅤ 

unsurㅤ ㅤpendukung ㅤtugas dari kepada ㅤdaerah ㅤyang ㅤdipimpin ㅤoleh seorang ㅤkepala 

ㅤdinas ㅤyang ㅤberkedudukan dibawah ㅤdan bertanggungjawab kepada bupati melalui 

sekretaris daerah (sekda). Pasal 2 ayat (2) menerangkan lebih lanjut bahwa kepala 

dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, 

mengendalikan, mengkoordinir, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis 

pelaksanaan tugas atau urusan pemerintah daerah dibidang pengendalian 

penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. 

Adapun yang termasuk didalam tugasnya diantaranya merumuskan kebijakan 

teknis, menyususun rencana strategis, program dan kegiatan, mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang yang dinaungi, melakukan 

pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang, 

melakukakan penatausahaan dinas, dan membina UPT, serta melaksanakan tugas 

lainnya. 

 



 

 
 

 

2.4.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Stuktur Organsisasi DP2KBP3A 

Sumber : PPID Lombok Barat, 2023 

 

2.4.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) 

Dinasㅤ Pengendalianㅤ Penduduk, ㅤKeluarga ㅤBerencana, ㅤPemberdayaanㅤ 

Perempuanㅤ danㅤ ㅤPerlindungan ㅤAnak (DP2KBP3A) terbagi atas empat bidang, 

salah satunya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(PPA). Pasal 26 Perbup Lombok Barat Nomor 70 tahun 2016 mengatur bahwa 

bidang ini memiliki tugas untuk ㅤmelakukan ㅤpeningkatan terhadap kesetaraanㅤ 

ㅤdan ㅤkeadilan ㅤgender, ㅤserta perlindungan bagi ㅤperempuan ㅤdanㅤ anak. Bidang ini 

memiliki fungsi antara lain ; menyusun kebijakan darah dalam bidang terkait, 

meningkatkan kapasistas perempuan didalam proses pembangunan, meningkatkan 

upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender didaerah, meningkatkan 

perlidungan bagi ㅤperempuan ㅤdan ㅤanak dari kekerasan, ㅤmelaksanakan ㅤkoordinasi 

bersama ㅤunit ㅤkerja yang ㅤterkait, menyusun laporan hasil pelaksanaan bidang, dan 

tugas lainnya berkaitan dengan tugas bidang. 



 

 
 

 

2.4.4 Unit Pelaksana Tugas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (UPT PPA) 
 

UPT ㅤmerupakan ㅤorganisasi ㅤyang menjalankan ㅤtugas operasional dan/atau 

kegiatan teknis ㅤyang ㅤberada ㅤdibawah dan ㅤbertanggungjawab ㅤkepada ㅤkepala 

ㅤdinas. ㅤPasal  6 ayat (1) Perbup Lombok Barat Nomor 13 tahun 2020 

menerangkan bahwa UPT PPA memiliki tugas menjalankan kewenangan dalam 

pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dengan fungsi diantaranya ; 

melayani dan mendampingi perempuan dan anak korban korban kekerasan, 

memberikan konseling, memediasi permasalahan, melaksanakan sosialisasi, 

memfasilitasi penguatan kelembagaan, menjalin kerjasama antar berbagai pihak, 

melakukan perencanaan operasional, menyusun laporan capain program, dan 

melaksanakan tugas lainnya berkanaan dengan fungsi unit. 

 

 


